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ABSTRACT 
The performance of local governments is a key indicator for assessing the quality of public services and the implementation 

of good governance principles. This study aims to evaluate the performance of the Pekanbaru City Government based on 

public perceptions. A descriptive quantitative approach was employed, using public perception survey data analyzed  

through tabulation and descriptive interpretation. The findings indicate that respondents’ perceptions of public service 

performance, service institutions, service governance, and the overall performance of the Pekanbaru City Government are 

generally dominated by positive assessments. However, several aspects still require serious attention, particularly 

government performance in the economic and infrastructure sectors. Therefore, this study recommends that the 

Pekanbaru City Government not only maintain its positive achievements in basic public services but also strengthen the 

governance of economic and infrastructure policies and enhance public communication to ensure that the benefits of 

development are more widely and equitably experienced by the community. 
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ABSTRAK 
Kinerja pemerintah daerah merupakan indikator kunci dalam menilai kualitas pelayanan publik dan implementasi prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru  

berdasarkan persepsi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan 

memanfaatkan data survei persepsi masyarakat yang dianalisis melalui tabulasi dan interpretasi deskriptif. Hasil penelitian  

menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kinerja pelayanan publik, kinerja instansi pelayanan, tata kelola layanan, 

dan kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru secara umum didominasi oleh penilaian positif. Namun demikian, terdapat  

beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian serius, terutama kinerja pemerintah pada sektor ekonomi dan 

infrastruktur. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kota Pekanbaru tidak hanya 

mempertahankan capaian positif pada sektor pelayanan publik dasar, tetapi juga memperkuat tata kelola kebijakan 

ekonomi dan infrastruktur serta meningkatkan komunikasi publik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih 

luas dan merata oleh masyarakat. 

 

Kata kunci: evaluasi kinerja, persepsi masyarakat, pelayanan publik, good governance 
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PENDAHULUAN  

Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. indikator 
capaian keberhasilan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas dan aksesibilitas layanan publik yang 
diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya pemerintah daerah berupaya 
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untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya untuk mengetahui kualitas pelayanan 
yang telah diberikan kepada masyarakat yakni dengan melakukan evalusi kinerja pelayanan publik. 

Menurut A. Zainuddin and S. Sutjiatmi, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk 
menilai kinerja pelayanan publik, salah satunya yaitu pendekatan yang melihat kinerja  pelayanan dari 
perspektif pengguna layanan atau masyarakat (costumers). Saat ini, penilaian kinerja pelayanan publik 
berdasarkan perspektif pengguna layanan sudah menjadi suatu keharusan dan menjadi tolak ukur 
menilai kinerja pemerintah dan dapat memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan 
layanan dan kinerja pemerintah daerah serta mengidentifikasi masalah dalam pemberian layanan 
publik. Selain itu, evaluasi kinerja melalui pendekatan perspektif pengguna layanan merupakan salah 
satu perwujudan prinsip good governance oleh pemerintah daerah. 

Untuk mewujudkan good local governance, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru yang bekerjasama dengan Lembaga Survei telah 
melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025. Survei ini bertujuan untuk mengetahui 
persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota 
Pekanbaru selama 6 bulan kepemimpinan Walikota Pekanbaru Agung Nugroho. Berdasarkan hasil 
survey tersebut, meskipun didominasi terhadap pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah 
secara umum, namun keluhan masyarakat terhadap persoalan pembangunan perkotaan yang bersifat 
struktural, seperti banjir, kemacetan, pengelolaan sampah, dan keterbatasan infrastruktur dasar perlu 
mendapat perhatinan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan 
publik dan kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan persepsi masyarakat Temuan diharapkan 
menjadi dasar penguatan evaluasi kinerja daerah dan penyusunan strategi  pembangunan perkotaan 
yang berorientasi pada kebutuhan substantif masyarakat. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
Pelayanan Publik dan Good Governance 

Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan layanan atas barang, jasa, dan 
pelayanan administratif bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
(Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002). Keberhasilan pelayanan publik berkontribusi langsung terhadap 
terwujudnya good governance melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, penanganan keluhan, serta 
penguatan kepercayaan dan legitimasi pemerintah, sementara pelayanan yang buruk berpotensi menghambat 
capaian tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu good governance juga menekankan prinsip 
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, serta 
keadilan dan inklusivitas yang merupakan fondasi utama peningkatan kualitas pelayanan publik. 
Kinerja Pelayanan Publik dan PErsepsi Masyarakat 

Kinerja pelayanan publik mencerminkan kemampuan aparatur negara dalam memenuhi 
kebutuhan dasar dan hak-hak sipil warga secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum, 
sehingga menjadi indikator penting efisiensi birokrasi dan komitmen pemerintah terhadap 
kepentingan publik. Penerapan prinsip good governance secara konsisten terbukti meningkatkan 
kualitas pelayanan dan kepercayaan publik, sementara persepsi masyarakat berperan sebagai 
mekanisme umpan balik dalam menilai legitimasi dan efektivitas kinerja pelayanan publik. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei cross-sectional untuk 
menganalisis persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan 
Kota Pekanbaru. Data penelitian bersumber dari Survei Kepuasan dan Harapan Masyarakat terhadap 
Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2025, yang dirancang untuk menangkap 
penilaian masyarakat pada berbagai sektor strategis pelayanan dan pembangunan. 
Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian mencakup seluruh penduduk Kota Pekanbaru yang berusia ≥17 tahun atau 
telah menikah. Sampel penelitian berjumlah 440 responden, yang ditentukan menggunakan multistage 
random sampling dengan cakupan 43 kelurahan di 15 kecamatan. Dengan ukuran sampel tersebut, 
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penelitian ini memiliki margin of error ±4,8% pada tingkat kepercayaan 95%, sehingga dinilai memadai 
untuk merepresentasikan persepsi masyarakat perkotaan. 
Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur yang disebarkan secara langsung 
kepada responden oleh enumerator terlatih. Instrumen survei memuat sejumlah indikator yang 
mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik, kinerja instansi layanan, tata kelola 
pemerintahan, serta masalah publik dan harapan masyarakat. Selain survei, wawancara terbatas 
dilakukan untuk memperdalam pemahaman atas temuan survei dan memperkuat interpretasi hasil.  
Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel utama dalam penelitian ini meliputi: 
1. Persepsi terhadap pelayanan publik, yang mencakup aspek persyaratan, prosedur, 

waktu layanan, biaya, etika dan profesionalitas pelaksana.  
2. Persepsi terhadap tata kelola pemerintahan, yang meliputi profesionalisme 

aparatur sipil negara, integritas layanan, efektivitas layanan.  
3. Persepsi terhadap kinerja pemerintah menurut sektor, mencakup sektor ekonomi, 

sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.  
Variabel dan Indikator Penelitian 

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk memetakan distribusi persepsi 
masyarakat pada setiap indikator dan sektor pelayanan publik. Untuk keperluan analisis  interpretatif, 
respons responden pada skala sikap diklasifikasikan secara dikotomis ke dalam kategori respons positif 
(sangat setuju dan setuju) dan respons negatif (tidak setuju dan sangat tidak setuju), sementara kategori 
“tidak tahu” dipertahankan sebagai indikator ketidakpastian dan keterbatasan informasi publik. 
Selanjutnya, hasil analisis deskriptif diinterpretasikan secara analitis-komparatif antar sektor dan 
instansi layanan, dengan merujuk pada kerangka good governance guna mengidentifikasi adanya 
paradoks antara persepsi positif masyarakat dan tantangan tata kelola pelayanan publik perkotaan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakeristik Responden 

Penelitian ini membagi karakteristik responden menjadi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan 
status pekerjaan sebagaimana terlihat pada Tabel 1. Komposisi responden menurut jenis kelamin 
menunjukkan distribusi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya dari segi usia, Sebagian 
besar responden didominasi oleh kelompok usia produktif. Sementara ditinjau dari tingkat pendidikan dan 
sektor pekerjaan, sebagian besar responden memiliki Tingkat Pendidikan SLTA keatas dan bekerja di sektor 
informal. Berdasarkan karakteristik responden tersebut, responden yang dipilih memiliki kapasitas dalam 
memberikan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. 

Tabel 1. Karakteristik Responden 
 

Karakteristik f % 

Jenis Kelamin 
- Laki-laki 
- Perempuan 

 
220 
220 

 
50 
50 

Usia 
- 17-21 tahun 

- 22-30 tahun 

- 31-40 tahun 
- 41-55 tahun 

- >55 tahun 

20 
48 
82 
179 
111 

4,5 
10,9 
18,6 
40,7 
25,2 
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Tingkat Pendidikan 
- Tidak pernah sekolah 
- Tidak tamat SD 
- Pendidikan SD 
- Pendidikan SLTP 
- Pendidikan SLTA 
- Pendidikan Diploma 
- Perguruan Tinggi (S1 & S2 
- Tidak tahu/Tidak menjawab 

 
4 
16 
41 
83 
201 
15 
78 
2 

 
0,9 
3,6 
9,3 
18,9 
45,7 
3,4 
17,7 
0,5 

Pekerjaan 
- Tidak Bekerja 

- Formal 

- Non Formal 

- Tidak tahu/Tidak menjawab 

 
92 
125 
212 
11 

 
20,9 
28,4 
48,2 
2,5 

Jumlah 440 100 

Persepsi Responden terhadap Kinerja Pelayanan Publik 
Persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik merupakan faktor penting yang mencerminkan 

kuliatas pelayanan pemerintah dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kinerja pelayanan publik secara  umum didominasi 
oleh penilaian positif, dengan komponen persyaratan memperoleh tingkat persepsi positif tertinggi 
(86,8%), yang mengindikasikan kejelasan dan kemudahan pemenuhan persyaratan layanan. Namun 
demikian, komponen waktu pelayanan mencatat persepsi negatif tertinggi (15%) yang menunjukkan 
bahwa ketepatan dan kecepatan layanan masih menjadi keluhan utama. Waktu pelayanan 
merefleksikan efisiensi dan efektivitas birokrasi, di mana layanan yang cepat dan sesuai standar waktu 
cenderung meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik, sementara keterlambatan dan 
ketidakpastian waktu memicu persepsi negatif. Temuan ini menegaskan bahwa perbaikan aspek waktu 
pelayanan, melalui peningkatan profesionalisme, kejelasan SOP, transparansi prosedur, dan 
pemanfaatan teknologi, perlu menjadi prioritas untuk memperkuat penerapan prinsip good governance 
dan meningkatkan kepuasan masyarakat secara optimal. 

 
 

(Sumber: Hasil penelitian thun 2025, data diolah) 
Gambar 1. Distribusi Persepsi Respinden terhadap Pelayanan Publik 

Persepsi Responden terhadap Kinerja Pelayanan Publik 
Persepsi responden terhadap kinerja pelayanan publik dalam penelitian ini menunjukkan 

perbedaan pandangan terhadap kualitas pelayanan yang dirasakan setelah memperoleh pelayanan atau 
pandangan yang dibangun berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak lain. Distribusi respons 
terhadap kinerja instasni publik ditunjukkan pada Gambar 2.  
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(Sumber: Hasil penelitian thun 2025, data diolah) 
Gambar 2. Distribusi Responden terhadap Kinerja Instansi Pelayanan Publik 
Hasil analisis menunjukkan perbedaan persepsi responden terhadap kualitas pelayanan antar 

unit layanan. Kantor Kelurahan mencatat respon positif tertinggi (75%), diikuti oleh Puskesmas 
(69,1%) dan Kantor Kecamatan (63,4%), yang mencerminkan tingginya tingkat penerimaan masyarakat 
terhadap layanan yang bersentuhan langsung dan rutin digunakan. 

Sebaliknya, unit layanan dengan fungsi administratif dan teknis, seperti RSUD Madani, Badan 
Pendapatan Daerah, dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), 
menunjukkan respon positif yang lebih rendah dan proporsi “tidak tahu” yang relatif tinggi. Hasil ini 
menunjukkan adanya keterbatasan pengalaman langsung dan rendahnya pengalaman responden 
terhadap layanan tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan sosialisasi, transparansi, 
dan akses informasi layanan untuk memperbaiki persepsi masyarakat, khususnya pada unit layanan 
yang kurang dikenal atau jarang diakses. 
Persepsi Responden terhadap Tata Kelola Pelayanan Publik 

Persepsi terhadap kinerja Tata kelola layanan publik, salah satunya dipengaruhi oleh 
transparansi, kepercayaan dan kepuasan layanan publik. Hasil analisis (lihat Gambar 3) menunjukkan 
bahwa persepsi responden terhadap kualitas aparatur dan pelayanan publik cenderung positif, 
terutama pada indikator efektivitas layanan yang memperoleh proporsi persepsi positif tertinggi 
(78,4%) sementara profesionalisme. Aparatur Sipil Negara dan integritas pelayanan juga dinilai positif 
oleh mayoritas responden, masing-masing sebesar 73,4% dan 72,0%. Hasil ini menunjukkan bahwa 
masyarakat secara umum merasakan perbaikan pada aspek layanan administratif dan kinerja aparatur, 
namun temuan ini belum sepenuhnya mencerminkan konsistensi profesionalisme dan integritas 
layanan di seluruh SKPD dan unit pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kota Pekanbaru karena 
persepsi negative masih cukup tinggi, yaitu berada diatas 10%. 
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(Sumber: Hasil penelitian thun 2025, data diolah) 
Gambar 3. Distribusi Persepsi Responden terhadap Pelayanan Publik 

Persepsi Responden Kinerja Pemerintah 
Persepsi responden terhadap kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan respon yang 

bervariasi. Sektor kesehatan memperoleh respon positif tertinggi (82,5%), diikuti oleh pendidikan 
(75%), yang mengindikasikan tingkat kepuasan publik yang relatif baik pada layanan dasar. Bidang 
lingkungan hidup, infrastruktur, dan sosial menunjukkan respon positif moderat (sekitar 62–65%). 
Sementara itu sektor infrastruktur memiliki proporsi respon negatif yang cukup tinggi, yaitu 26,7%. 
Hal ini menunjukkan masih terdapat permasalahan infrastruktur yang perlu diselesaikan oleh 
Pemerintah Kota Pekanbaru seperti drainase dan jalan rusak yang menjadi salah satu penyebab banjir 
di Kota Pekanbaru. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan beberapa 
program prioritas walikota di sektor infrastruktur seperti 100 KM jalan mantap dan naturalisasi 
dan drainase Sungai bebas banjir. 

Selanjutnya, hasil menonjol juga ditunjukkan pada sektor ekonomi mencatat respon negatif 
paling dominan (65,2%) dan respon positif terendah (28%). Temuan ini mengindikasikan 
ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja atau dampak kebijakan ekonomi. Namun demikian 
Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan beberapa program prioritas untuk Pembangunan 
sektor ekonomi seperti wirausaha muda baru, pembangunan Pekanbaru Creative Hub, penyediaan 
pasar induk dan penambahan pasar tradisional modern. 

Temuan lain penelitian ini menemukan tingginya proporsi respon “tidak tahu” pada sektor seni 
dan pariwisata serta sosial mencerminkan keterbatasan pengalaman langsung atau rendahnya eksposur 
publik terhadap program di bidang tersebut. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan perlunya 
penguatan kinerja dan komunikasi kebijakan, khususnya pada sektor ekonomi dan infrastruktur, guna 
meningkatkan persepsi publik. 
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(Sumber: Hasil penelitian thun 2025, data diolah) 
Gambar 4. Distribusi Persepsi Responden terhadap Kinerja Pemerintah Per Sektor 
Penelitian ini kemudian membreakdown sektor ekonomi menjadi beberapa indikator, yaitu: 

keadaan ekonomi meningkat, iklim usaha membaik, pekerjaan muda didapatkan, harga kebutuhan 
pokok terjangkau. Gambar 4 menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja ekonomi didominasi oleh 
respons negatif, yang menandakan persepsi publik yang cenderung pesimistis terhadap kondisi 
ekonomi di wilayah perkotaan. Indikator pekerjaan mudah didapatkan mencatat respons negatif tertinggi 
(74,3%), sekaligus respons positif terendah (20,2%), mengindikasikan bahwa isu ketenagakerjaan 
merupakan masalah ekonomi paling krusial yang dirasakan masyarakat. Pola serupa juga terlihat pada 
indikator harga kebutuhan pokok terjangkau dan keadaan ekonomi meningkat, yang masing-masing 
memperoleh lebih dari dua pertiga respons negatif, mencerminkan tekanan biaya hidup dan 
keterbatasan peningkatan kesejahteraan rumah tangga. 

Sementara itu, indikator iklim usaha membaik menunjukkan proporsi respons positif yang relatif 
lebih tinggi dibandingkan indikator lainnya (30,9%). Temuan ini mengindikasikan adanya persepsi 
yang lebih ambivalen terhadap kebijakan ekonomi makro dan iklim usaha, yang kemungkinan hanya 
dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu, seperti pelaku usaha, dan belum berdampak luas pada 
kondisi ekonomi warga secara umum. Rendahnya proporsi respons tidak tahu yang konsisten (2,5% 
pada seluruh indikator) menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap sektor ekonomi 
didasarkan pada pengalaman langsung dan kondisi sehari-hari, bukan pada keterbatasan informasi. 

 

 
(Sumber: Hasil penelitian thun 2025, data diolah) 
Gambar 5. Distribusi Respon Responden terhadap Indikator Kinerja Ekonomi 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan persepsi 
masyarakat secara umum dinilai positif, terutama pada aspek pelayanan publik administratif dan tata 
kelola layanan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan persepsi antar sektor, di mana kinerja 
pemerintah pada sektor ekonomi dan infrastruktur dinilai relatif lebih rendah. Temuan ini 
mengindikasikan adanya paradoks antara kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan persepsi 
terhadap kinerja pemerintah dalam menangani tantangan pembangunan perkotaan yang bersifat 
struktural. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pemerintah daerah perlu dilakukan secara lebih 
komprehensif, tidak hanya bertumpu pada kepuasan layanan administratif, tetapi juga 
mempertimbangkan dampak nyata kebijakan pembangunan.Persepsi responden.  
Saran 

Pemerintah Kota Pekanbaru perlu mempertahankan capaian positif pada pelayanan publik 
dasar sekaligus memperkuat tata kelola kebijakan di sektor ekonomi dan infrastruktur. Selain itu, 
peningkatan transparansi dan komunikasi publik menjadi penting agar masyarakat dapat memahami 
dan merasakan manfaat pembangunan secara lebih luas. Penelitian selanjutnya disarankan 
mengombinasikan data persepsi dengan indikator kinerja objektif untuk memperoleh gambaran kinerja 
pemerintah daerah yang lebih menyeluruhTemplate ini dibuat untuk memudahkan proses pencetakan 
jurnal. Kerjasama dan kesediaan penulis mengikuti acuan penuisan sangat diharapkan. 
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